PROVINSI KALIM.ANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 188.45/ o¢c [ KUM/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

DALAM PEMBUATAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

Menimbang

Mengingat

BUPATI KOTABARU,

: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta

pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Pasal 228 ayat (4]} Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil dan Surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor C.26.30/V.142-5/99 perihal Pedoman
Penilaian Dokumen Penilaian Kerja Pegawai Negeri
Sipil, maka perlu menetapkan Pejabat Penilai dan
Atasan Pejabat Penilai dalam Pembuatan Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Linglkungan
Pemerintah Kabupaten Kotabary;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimansa
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Penilai dan Atasan Pejabat Pehilai Dalam Pembuatan
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil i
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820};

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258j;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33};

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 283);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 18);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
K.26-30/V.20-3/99 perihal Kewenangan Pelaksana
Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek
Kepegawaian;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

C.26.30/V.142-5/99 perihal Pedoman Penilaian
Dokumen Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penilai
dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pejabat penilai selaku atasan langsung harus
menyetujui dan menetapkan/menandatangani sasaran
kerja pegawai yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil vang
dinilai yang secara langsung berada dibawah
pembinaannya pada bulan Januari tahun berjalan,

: Apabila sasaran kerja pegawai yang disusun oleh

Pegawai Negeri Sipil tidak disetujui oleh Pejabat Penilai
maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat
Penilai dan bersifat final.

: Pelaksana tugas/pelaksana harian (plt/plh) dapat

menandatangani SKP.

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai adalah
pejabat yang lebih tinggi secara hieraki.

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai bagi Kepala
Satuan Perangkat Daerah dan Staf Ahli adalah Pejabat
Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotabaru.

: Dalam penilaian dokumen penilaian prestasi kerja

semua unsur baik aspek penilaian capaian realisasi
kualitas/mutu sasaran kerja pegawai dan aspek dalam
gerilaku kerja paling kurang bernilai baik (nilai diatas
6).

Pejabat penilai memberikan penilaian atas prestasi kerja
Pegawai Negeri Sipil pada 31 Desember tahun berjalan
atau pada saat Pegawai Negeri Sipil menjalani mutasi.
Pericde penandatanganan penilaian prestasi kerja di
hari kerja paling lama akhir bulan Januari tahun
berikutnya.



KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

Sasaran kerja pegawai yang dibuat oleh Pegawai Negeri
Sipil yang menjabat sebagai Kepala Satuan Perangkat
Daerah sebelum ditandatangani oleh Pejabat Penilai
wajib mendapat paraf koordinasi dari Sekretaris Daerah,
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kotabaru.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Xeputusan
Bupati Kotabaru Nomor 188.45/67/KUM/2017 tentang
Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
dalam Pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal
. BUPATI KOTABARU,

A\ )

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regicnal VIII Banjarmasin di

Banjarbaru.

2.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di

Banjarbaru.

3. Kepala SKPD/Bagian/Camat/Lurah/UPTD se-Kabupaten Kotabaru.









